
BUPATI TAPIN
PROVINSI I(ALIMANTAN SEL/TTAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 18 TAIIUN 2015

TENTANG

PERUBATIAT{ ATAS PERATURAIT BUPATI TAPIN
NOMOR 30 TAIIUN 2014

TENTANG
PER^IALIUTAI| DINAS

BAGI PF^'ABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEtrTAIT PERWAI(ILIIN RAIffAT DATRAII, PEGAUIAI ITEGERI SIPIL,

PEIEAWAI TIDN{ TETAP, DAN PIIIAII LIUN
DI LINGKUNGAN PEMERIITTAII KABUPATEIT TAPIN

DENGAIT RAIIIUAT TUTIAIT YAITG MAIIA ESA

BT'PATI TAPItr,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pendampingan
Bupati/Wakil Bupati dalam pelaksanaan tugas
kedinasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tapin, diperlukan adanya tambahan pengaturan
flexibilitas besaran plafon tarif biaya transport
bagi Pejabat/PNS yang mendampingi
Bupati/Wakil Bupati dalam Peraturan Bupatr
Tapin Nomor 30 Tahun 2OI4 tentang Perjalanan
Dinas Bagr Pejabat Negara, Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah,
Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan
Pihak Lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tapin;

bahwa dalam rangka untuk menindaklanjuti
tambahan pengaturan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan
Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 30 Tahun
2OL4 tentang Pedalanan Dinas Bagr Pejabat
Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil,
Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain di
lingii:r.rngan Pemerintah Kabupaten Tapin;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang
Perubatran Atas Peraturan Bupati Tapin Nornor
30 Tahun 2OL4 tentang Perjalanan Dinas Bagi
Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil,
Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;

b.

c.



Mengingat I

2,

J.

4.

5.

6.

7.

8.

Undang-Undang Nomor 8 Tatrun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut,
Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong (Lembaran Negara Repubtik Indonesia
Tatrun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756\i

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOg Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a286);

Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4
tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan
Tanggungiawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tabun 2OO4 Nornor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nornor 4aOOl;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLL tentang
Pembentukan Peratrrran Perundang-undangan
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2oll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 523fl;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5a9al;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244,
Tambatran Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telatr
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
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9.

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tatrun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2LO,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor ao28l;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
44t61 sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
21 Tahun 2OO7 tentang Perubatran Ketiga Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
aTDl;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO5'Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor +5781;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO5 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a5931;

10.

11.

12.

13.
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah
KabupatenlKota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a7371;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OOT
tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OOT Nomor 83, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor a7381;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Staldar Akuntansi Pemerintahan
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OlO Nomor L23, Tanbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);

L7. Peratural Menteri Dalam Negeri Nomor t2
Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Perjalanart
Dinas;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahuh 2OO9 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11
Tatrun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas
Ke Luar Negeri BaSl Pejabat/Pegawai Di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri,
Pemerintah Daerah, dan Pimpinan Serta
Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah;

2 L . Peraturan Menteri Keuangan Nomor
1 l3/PMK.OS I 2Ol2 tentang Perjalanan Dinas
Dalam Negeri Bagr Pejabat Negara, Pegawai
Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
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22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tr Tahun
2OL4 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37
Tahun 2OL4 tentang Pedoman Pen5rusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2Ol5;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03
Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Tapin,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2OO7
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2OOs
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rallyat Daerah Kabupaten Tapin;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor O4

Tahun 2008 tentang Urusal Pemerintahan
Daerah Kabupaten Tapin;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tahun 2OOB tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tapin Nomor 01 Tahun 2Ol4 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2OOB
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

27. Peraturan Daeralr Kabupaten Tapin Nomor O1

Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Tapin;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12
Tatrun 2OI2 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah;

29 , Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor O2
Tahun 2013 tentang Pembenhrkan Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus
Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten
Tapin;
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3 O . Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor O3
Tahun 2OLg tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Satual Polisi Pamong praja
Kabupaten Tapin;

3 1- Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tahun 2Ol4 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Kantor l-ayanan Pengadaan
Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Tapin;

32 . Peratural Bupati Tapin Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Tapin;

3 3 . Peraturan Bupati Tapin Nomor O2 Tatrun 2OL4
tentang Pedoman Pembentukan Froduk Hukum
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tapin;

34. Peraturan Bupati Tapin Nomor 30 Tahun 2Ol4
tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara,
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Ralryat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai
Tidak Tetap, dan Pihak Lain di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TAPIN TENTANG
PERUBAIIAN ATAS PERATURAIT BT'PATI TAPIN
TYOUOR 30 TAHT'il 2OT4 TEI|TAIYG PER.'ALIIITAN
DINAS BAGI PF^.'ABAT NEEARA, PIMPIIUAfl DAJY
AII(XX)TA DEWAIT PERtrIAIilLAN RAI(YAT
DAERAII, PBGAWN NEGERI SIPIL, PEGAWAI
TIDAN TEIAP, DAIT PIITAK I.AIN DI LINGKUNGAII
PEMERINTAII KABUPATEN TAPIN.

Pasal I

Diantara Pasal 52 dan Pasal 53 dalam Peraturan Bupati Tapin
Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang Perjalanan Dinas Bagr Pejabat
Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah,
Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten
Tapin Tahun 2OL4 Nomor 3O), disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal
52A yang berbunyi sebagai berikut :
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pasal E2A

Pejabat/Staf yang melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka
mendampingr Bupati/wakil B rpati dapat diberikan fasilitas

Surat Keterangan dari agen ti
ketersediaan kelas ekonorni
waktu keberangkatan yang s
sudah tidak tersedia lagi (penuh
dengan biaya riil.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
P_eraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam
Kabupaten Tapin.

pengundangan
Berita Daeratr

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 30 Juni 2015

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 30 Juni 2}ls

I{ABTIPATEN TAPIN,

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2OL5 NOMOR 19
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